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AbstrakPemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang berinisiatifmembuat mobil layanan yang diberi nama SIMOLA (Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untuk mempercepatpelayanan administrasi kepegawaian dengan cara mengunjungi langsung PNS yang berada di wilayah kecamatanyang jauh. Pelayanan SIMOLA telah disusun untuk setiap kecamatan dan memperioritaskan kepada 10 (sepuluh)kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakam dengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan UPTDinas Kesehatan disuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatan dapat langsung berurusan dengan petugas SIMOLAtanpa harus datang ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan tanpa adanya kutipan (gratis). Penelitianini bertujuan menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang.Sampel penelitian digunakan puposive sampling, yaitu sebanyak 34 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknikanalisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudiandiinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakantabel tunggal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, sistem mobil layanan.
Abstract

Deli Serdang District Government by it’s Local Staff Agency had initiatives making SIMOLA which aims to accelerate
staff administration services by visiting the civil servants directly in distant districts. SIMOLA has arranged visiting
district office for every district and ten distant districts in Lubuk Pakam as the priority, UPT Education Authorities
Office, and UPT Public Healthy Office in the district area. The Civil Servants of Deli Serdang were able to meet the
SIMOLA staff without must come to Deli Serdang District Government and without any charge. This study aimed
analyzing the implementation of Deli Serdang Regent’s Agreement Number 176 in 2015 about deciding Car
Operational Services (SIMOLA) on Local Staff Agency Deli Serdang District. The samples of this study were 34 people
using purposive sampling. The technique of the study was descriptive analysis where the data arranged and
interpreted after that, the problem would be shown in the single table.
Keywords: Implementation of Regent’s Agreement, Car Operational Services.
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PENDAHULUANSecara teoritis, sedikitnya ada tigafungsi utama yang harus dijalankan olehpemerintah tanpa memandang tingkatannya,yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public
service function), fungsi pembangunan(development function) dan fungsiperlindungan (protection function). Dengandemikian, dapat dilihat bahwa salah satufungsi utama dalam penyelenggaraanpemerintahan yang menjadi kewajibanaparatur pemerintah adalah penyelenggaraanpelayanan publik. Hal ini tidak terlepas darisejarah terbentuknya negara, dimana adanyanegara adalah karena anggota masyarakatmengadakan kontrak sosial untuk membentuknegara, yaitu dalam rangka memenuhikebutuhan masyarakat yang tidak dapatdipenuhinya sendiri maupun tidak dapatterpenuhi melalui mekanisme pasar. Dalamteori kontrak sosial, sumber kewenanganadalah masyarakat itu sendiri, sebagaipemegang kedaulatan negara.Setidaknya ada tiga masalah utama yangdihadapi oleh aparatur pemerintah, yaitu: 1)Rendahnya kualitas pelayanan publik yangdilaksanakan oleh sebagian aparaturpemerintahan atau administrasi negara dalammenjalankan tugas dan fungsinya. 2) Birokrasiyang panjang (red-tape bureaucracy) danadanya tumpang tindih tugas dankewenangan, yang menyebabkanpenyelenggaraan pelayanan publik menjadipanjang dan melalui proses yang berbelit-belit, sehingga besar kemungkinan timbulekonomi biaya tinggi, terjadinyapenyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi,dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dsb;3) Rendahnya pengawasan eksternal darimasyarakat (social control) terhadappenyelenggaraan pelayanan publik, sebagaiakibat dari ketidakjelasan standar danprosedur pelayanan, serta prosedurpenyampaian keluhan pengguna jasapelayanan publik. (Wardianto, 2008 : 1)Di salah satu Provinsi di Indonesiapernah melaksanakan pelayanan berbasis

Mobil Layanan bagi Pegawai Negeri Sipil,sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor 34 Tahun 2010 tentang PelayananMobil Ambulance dan Mobil Jenazah 24 Jam.Mobil Layanan ini bertujuan untukmeningkatkan kinerja dan profesionalismepegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsiagar dapat menjalankan tugas dengan lebihresponsif, tepat waktu dan berkualitas.
(http://bkd.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/i
nformasi/berita/detailberita/24).Kabupaten Deli Serdang memilikiwilayah yang sangat luas yang terbentang daridataran tinggi bukit barisan hingga dataranrendah dan pesisir pantai selat malaka denganluas wilayah 2.808,91 Km2 yang terdiri dari 22Kecamatan dan 394 desa/kelurahan denganjumlah penduduk sebesar 2 juta lebih, dimanasebelah utara berbatasan dengan KabupatenLangkat dan Selat Malaka, sebelah selatanberbatasan dengan Kabupaten Karo danKabupaten Simalungun, sebelah baratberbatasan dengan Kabupaten Langkat danKabupaten Karo sedangkan sebelah timurberbatasan dengan Kabupaten SerdangBedagai.Mengingat luas wilayah dan jaraktempuh di beberapa kecamatan menuju pusatpemerintahan di Lubuk Pakam sangat jauhdan alat transportasi kurang memadai,sehingga menyulitkan para Pegawai NegeriSipil untuk mendapatkan pelayanan umumkhususnya pelayanan kepegawaian.Permasalahan yang mendasarmunculnya pendapat yang negatif terhadappelayanan di bidang administrasikepegawaian antara lain lambatnya prosespenyelesaian Kenaikan Pangkat, Kenaikan GajiBerkala, Surat Pernyataan Masih MendudukiJabatan (SPMMJ) dan Pensiun serta pelayanankepegawaian lainnya.Adanya dugaan kutipan kepada PNSuntuk penyelesaian urusan yang berkaitandengan administrasi kepegawaian, sertakurangnya informasi kepada PNS yang beradadi Kecamatan yang jauh dari pemerintahanKabupaten Deli Serdang sehingga
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menyebabkan terjadinya keterlambatan untukpenyelesaian urusan administrasikepegawaian.Dilatarbelakangi dari beberapa haldiatas, Pemerintah Kabupaten Deli Serdangmelalui Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Deli Serdang berinisiatif membuatmobil layanan yang diberi nama SIMOLA(Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untukmempercepat pelayanan administrasikepegawaian dengan cara mengunjungilangsung PNS yang berada di wilayahkecamatan yang jauh. Pelayanan SIMOLA telahdisusun untuk setiap kecamatan danmemperioritaskan kepada 10 (sepuluh)kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakamdengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPTDinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatandisuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatandapat langsung berurusan dengan petugasSIMOLA tanpa harus datang ke PusatPemerintahan Kabupaten Deli Serdang dantanpa adanya kutipan (gratis).Mobil Layanan (MOLA) pertama kalimenjalankan tugasnya pada tanggal 09 Juni2014 dan dilepas oleh Bupati Deli SerdangBapak H. Ashari Tambunan setelah ApelGabungan PNS di Lingkungan PemerintahKabupaten Deli Serdang.Setelah dilakukan uji coba beberapabulan, tepatnya pada tanggal 02 Februari2015 dibuatlah Surat Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 tentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA) sebagai inovasi Badan KepegawaianDaerah dalam melayani kelengkapanadministrasi kepegawaian terutama bagiPegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Deli Serdang yangbertugas jauh dari pusat PemerintahanKabupaten Deli Serdang.Ditinjau dari maksud dan tujuan dariSIMOLA yang begitu baik, dan mobil layanansudah menjalankan tugas nya hampir lebihkurang 1 tahun 6 bulan, tetapi masih saja ada

Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari daerahkecamatan yang menjadi tujuan mobil layananmasih tetap juga menggunakan jasa orang lainbahkan ada juga yang datang langsung keKantor Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Deli Serdang untuk mengurusadministrasi kepegawaiannya.
METODE PENELITIANKebijakan adalah rangkaian konsep danasas yang menjadi pedoman dan dasarrencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah inidapat diterapkan pada pemerintahan,organisasi dan kelompok sektor swasta, sertaindividu.Proses pembuatan kebijakanmerupakan proses yang kompleks karenamelibatkan banyak prosei maupUn variabelyang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapaahli politik yang menaruh minat untukmengkaji kebijakan publik rnembagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalambeberapa tahap, antar lain: 1) Tahappenyusunan Agenda, Para pejabat yang dipilihdan diangkat menempatkan masalah padaagenda publik. Sebelumnya masalah-masalahini berkornpetisi terlebih dahulu untuk dapatmasuk ke dalam agenda kebijakan. Padaakhirnya, beberapa masalah masuk ke agendakebijakan para perumus kebijakan. 2) TahapFormulasi Kebijakan, masalah yang telahmasuk ke agenda kebijakan kemudian dibahasoleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudiandicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dariberbagai alternatif yang ada. Sama halnyadengan perjuangan suatu masalah untukmasuk ke dalam agenda kebijakan, dalamtahap perumusan kebijakan masing-masingalternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagaikebijakan yang diambil untuk memecahkanmasalah. 3) Tahap Adopsi Kebijakan, darisekian banyak alternatif kebijakan yang
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ditawarkan oleh para perumus kebijakan,pada akhirnya salah satu dari alternatifkebijakan tersebut diadopsi dengan dukungandari mayoritas legislatif, konsensus antaradirektur lembaga atau keputusan peradilan. 4)Tahap Implemetansi Kebijakan, suatuprogram kebijakan hanya akan menjadicatatan-catatan elit, jika program tersebuttidak diimplementasikan. Oleh karena itu,program kebijakan yang telah diambil sebagaialternatif pemecahan masalah harusdiimplementasikan, yakni dilaksanakan olehbadan-badan administrasi maupun agen-agenpemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yangtelah diambil dilaksanakan oleh unit-unitadministrasi yang memobilisasikansumberdaya finansial dan manusia. 5) TahapPenilaian Kebijakan, pada tahap ini kebijakanyang telah dijalankan akan dinilai ataudievaluasi untuk melihat sejauh manakebijakan yang dibuat telah mampumemecahkan masalah. Kebijakan publik padadasarnya dibuat untuk meraih dampak yangdiinginkan. Dalam hal ini, memperbaikimasalah yang dihadapi masyarakat.(BudiWinarno : 2002 : 28)Menurut (Brodbeck: 1959 : 374) modeldidasarkan, pada isomorphism yaitukesamaan-kesamaan antara kenyataan satuclengan kenyataan lainnya (Budi Winarno :2002 : 33) .Penggunaan model untuk mengkajikebijakan publik akan sangat besar sekalimanfaatnya. Ada beberapa alasan yang dapatdikemukakan dalam hal ini, yaitu: Pertama,Kebijakan Publik merupakan proses yangkompleks. Sifat model yang menyederhanakanrealitas akan sangat membantu dalammemahami realitas yang kompleks tersebut.Dengan adanya model-model analisiskebijakan publik, seperti misalnya modelimplementasi kebijakan, maka kita akan lebihmudah untuk memilah-milah proses-prosesimplementasi kebijakan ke dalam elemen-elemen implementasi yang lebih sederhana.Kedua, sifat alamiah manusia yang tidakmampu memahami realitas yang kompleks

tanpa menyederhanakannya terlebih dahulu,maka peran model dalam menjelaskankebijakan publik akan semakin berguna.Meskipun model sangat membantu kitauntuk mengkaji kebijakan publik, akan tetapikita membutuhkan beberapa kriteria untukmenenfukan apakah suatu model yangditawarkan membantu kita atau tidak. Untukitu, Thomas Dye menyarankan beberapakriteria yang dapat dipakai untuk melihatkegunaan suatu model di dalam mengkajikebijakan publik, yaitu: 1) Model dapatmenyusun dan menyederhanakan kehidupanpolitik sehingga kita dapat memahamihubungan-hubungan tersebut dalam dunianyata dan memikirkannya dengan jelas, 2)Model dapat mengidentifikasi aspek-aspekyang paling penting dari kebijakan public, 3)Model harus kongruen (sama dan sebangun)dengan realitas, 4) Model dapatmengkomunikasikan sesuatu yang bermaknamenurut cara yang kita semua dapatmengerti, 5) Model dapat mengarahkanpenyelidikan dan penelitian public, 6) Modeldapat menyarankan penjelasan bagi kebijakanpublik.Edwards III, implementasi kebijakandipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1)komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi,dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabeltersebut juga saling berhubungan satu samalain. (Subarsono, 2005:90)Keberhasilan implementasi menurutMerilee S. Grindle (1980) dipengaruhi olehdua variabel besar, yakni isi kebijakan, danlingkungan implementasi. Variabel isikebijakan ini mencakup: 1) sejauh manakepentingan kelompok sasaran atau termuatdalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yangditerima oleh target group, sebagai contoh,masyarakat di wilayah slum areas lebih sukamenerima program air bersih atauperlistrikan daripada menerima programkredit sepeda motor; 3) sejauhmanaperubahan yang diinginkan dan sebuahkebijakan; 4) apakah letak sebuah programsudah tepat: 5) apakah sebuah kebijakan telah
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menyebutkan implementornya dengan rinci;dan apakah sebuah program didukung olehsumberdaya yang memadai.Menurut Robert Nakamura dan FrankSmallwood hal-hal yang berhubungan denganimplementasi kebijakan adalah keberhasilandalam mengevaluasi masalah dan kemudianmenerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan,2003:17)Sedangkan menurut Pressman danWildavsky (1984), implementasi diartikansebagai interaksi antara penyusunan tujuandengan sarana-sarana tindakan dalammencapai tujuan tersebut, atau kemampuanuntuk menghubungkan dalam hubungankausal antara yang diinginkan dengan carauntuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17)Tiga kegiatan utama yang paling pentingdalam implementasi keputusan adalah: 1)Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yangmenterjemahkan makna program kedalampengaturan yang dapat diterima dan dapatdijalankan. 2) Organisasi yaitu merupakanunit atau wadah untuk menempatkanprogram ke dalam tujuan kebijakan. 3)Penerapan yang berhubungan denganperlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, danlain-lainnya.(Tangkilisan, 2003:18)Rippley dan Franklin (1982)menyatakan keberhasilan implementasi
kebijakanprogram dan ditinjau dari tiga faktoryaitu: 1) Prespektif kepatuhan (compliance)yang mengukur implementasi dari kepatuhanatas mereka, 2) Keberhasilan impIementasidiukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanyapersoalan, 3) Implementasi yang berhasilmengarah kepada kinerja yang memuaskansemua pihak terutama kelompok penerimamanfaat yang diharapkan.(Tangkilisan, 2003: 21)Peters (1982) mengatakan,implementasi kebijakan yang gagaldisebabkan beberapa faktor: 1) Informasi,kekurangan informasi dengan mudah

mengakibatkan adanya gambaran yangkurang tepat baik kepada obyek kebijakanmaupun kepada para pelaksana dan isikebijakan yang akan dilaksankaannya danbasil-basil dan kebijakan itu. 2) Isi Kebijakan,Implementasi kebijakan dapat gagal karenamasih samarnya isi atau tujuan kebijakan atauketidak tepatan atau ketidak tegasan internataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri,menunjukkan adanya kekurangan yang sangatberarti atau adanya kekurangan yangmenyangkut sumber daya pembantu. 3)Dukungan, Implementasi kebijakan publikakan sangat sulit bila pada pelaksanannyatidak cukup dukungan untuk kebijakantersebut. 4) Pembagian Potensi, Hal ini terkaitdengan pembagian potensi diantaranya paraaktor implementasi dan juga mengenaiorganisasi pelaksana dalam kaitannya dengandiferensiasi tugas dan wewenang(Tangkilisan, 2003:22)Menurut Sabatier (1986: 21-48),terdapat dua model yang berpacu dalam tahapimplementasi kebijakan, yakni model top
down dan model bottom up. Kedua model initerdapat pada setiap proses pembuatankebijakan. Model elit, model proses dan modelinkremental dianggap sebagai gambaranpembuatan kebijakan berdasarkan model top
down.Grindle (1980: 6-10) memperkenalkanmodel implementasi sebagai proses politikdan administrasi. Model tersebutmenggambarkan proses pengambilankeputusan yang dilakukan oleh beragamaktor, dimana keluaran akhirnya ditentukanoleh baik materi program yang telah dicapaimaupun melalui interaksi para pembuatkeputusan dalam konteks politikadministratif. Proses politik dapat terlihatmelalui proses pengambilan keputusan yangmelibatkan berbagai aktor kebijakan,sedangkan proses administrasi terlihatmelalui proses umum mengenai aksi
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administratif yang dapat diteliti pada tingkatprogram tertentu.Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade(1984: 310), untuk mengukur kinerjaimplementasi suatu kebijakan publik harusmemperhatikan variabel kebijakan, organisasidan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkankarena melalui pemilihan kebijakan yangtepat maka masyarakat dapat berpartisipasimemberikan kontribusi yang optimal untukmencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya,ketika sudah ditemukan kebijakan yangterpilih diperlukan organisasi pelaksana,karena di dalam organisasi ada kewenangandan berbagai sumber daya yang mendukungpelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.Sedangkan lingkungan kebijakan tergantungpada sifatnya yang positif atau negatif. Jikalingkungan berpandangan positif terhadapsuatu kebijakan akan menghasilkan dukunganpositif sehingga lingkungan akan berpengaruhterhadap kesuksesan implementasi kebijakan.Sebaliknya, jika lingkungan berpandangannegatif maka akan terjadi benturan sikap,sehingga proses implementasi terancam akangagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut,kepatuhan kelompok sasaran kebijakanmerupakan hasil langsung dari implementasikebijakan yang menentukan efeknya terhadapmasyarakat.Kriteria pengukuran keberhasilanimplementasi menurut Ripley dan Franklin(1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:(1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadapbirokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasisebagaimana diatur dalam undang-undang,(2) adanya kelancaran rutinitas dan tidakadanya masalah; serta (3) pelaksanaan dandampak (manfaat) yang dikehendaki darisemua program yang ada terarah. Sedangkanmenurut Goggin et al. (1990: 20-21, 31-40),proses implementasi kebijakan sebagai upayatransfer informasi atau pesan dari institusiyang lebih tinggi ke institusi yang lebihrendah diukur keberhasilan kinerjanyaberdasarkan variabel: (1) dorongan danpaksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas

pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaanpada tingkat pusat dan daerah.Variabel dorongan dan paksaan padatingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dankredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakanyang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dimata daerah maka semakin besarkredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untukmengukur kekuatan isi dan pesan kebijakandapat dilihat melalui: (i) besarnya dana yangdialokasikan, dengan asumsi bahwa semakinbesar dana yang dialokasikan maka semakinserius kebijakan tersebut dilaksanakan dan(ii) bentuk kebijakan yang memuat antaralain, kejelasan kebijakan, konsistensipelaksanaan, frekuensi pelaksanaan danditerimanya pesan secara benar. Sementaraitu, untuk mengetahui variabel kapasitaspusat atau kapasitas organisasi dapat dilihatmelalui seberapa jauh organisasi pelaksanakebijakan mampu memanfaatkan wewenangyang dimiliki, bagaimana hubungannyadengan struktur birokrasi yang ada danbagaimana mengkoordinasikan berbagaisumberdaya yang tersedia dalam organisasidan dalam masyarakat.Model kesesuaian implementasikebijakan atau program dari Korten jugarelevan digunakan (lihat kembali Gambar 3dan penjelasannya) sebagai kriteriapengukuran implementasi kebijakan. Dengankata lain, keefektifan kebijakan atau programmenurut Korten tergantung pada tingkatkesesuaian antara program denganpemanfaat, kesesuaian program denganorganisasi pelaksana dan kesesuaian programkelompok pemanfaat dengan organisasipelaksana.Selain kriteria pengukuranimplementasi kebijakan di atas, perlu puladipahami adanya hubungan pengaruh antaraimplementasi kebijakan dengan faktor lain.Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter danVan Horn (lihat Grindle, 1980: 6) bahwaterdapat variabel bebas yang saling berkaitansekaligus menghubungkan antara kebijakandengan prestasi kerja. Variabel yang
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dimaksud oleh keduanya meliputi: (i) ukurandan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan,(iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana,(iv) komunikasi antar organisasi terkait dankomunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v)sikap para pelaksana, dan (vi) lingkunganekonomi, sosial dan politik.Menurut Quade (1984: 310), dalamproses implementasi kebijakan yang idealakan terjadi interaksi dan reaksi dariorganisasi pengimplementasi, kelompoksasaran dan faktor lingkungan yangmengakibatkan munculnya tekanan dandiikuti dengan tindakan tawar-menawar atautransaksi. Dari transaksi tersebut diperolehumpan balik yang oleh pengambil kebijakandapat digunakan sebagai bahan masukandalam perumusan kebijakan selanjutnya.Quade memberikan gambaran bahwaterdapat empat variabel yang harus ditelitidalam analisis implementasi kebijakan publik,yaitu: (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitupola interaksi yang diimpikan agar orang yangmenetapkan kebijakan berusaha untukmewujudkan; (2) Kelompok target, yaitusubyek yang diharapkan dapat mengadopsipola interaksi baru melalui kebijakan dansubyek yang harus berubah untuk memenuhikebutuhannya; (3) Organisasi yangmelaksanakan, yaitu biasanya berupa unitbirokrasi pemerintah yang bertanggungjawabmengimplementasikan kebijakan; dan (4)Faktor lingkungan, yaitu elemen dalamlingkungan yang mempengaruhi implementasikebijakan.Sebagai komparasi dapat dipahamipemikiran Mazmanian dan Sabatier yangmengembangkan “kerangka kerja analisisimplementasi” (lihat Wahab, 1991: 117).Menurutnya, peran penting analisisimplementasi kebijakan negara ialahmengidentifikasi variabel yangmempengaruhi pencapaian tujuan formalpada keseluruhan proses implementasi.Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan

Sabatier diklasifikasikan ke dalam tigakategori umum, yaitu: (1) mudah atau sulitnyadikendalikan masalah yang digarap; (2)kemampuan kebijakan untukmensistematisasi proses implementasinya;dan (3) pengaruh langsung variabel politikterhadap keseimbangan dukungan bagi tujuanyang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabelini disebut variabel bebas yang dibedakandengan tahap implementasi yang harus dilaluisebagai variabel terikat.Variabel mudah atau sulitnya suatumasalah dikendalikan mencakup: (i)kesukaran teknis, (ii) keragaman perilakukelompok sasaran, (iii) persentase kelompoksasaran dibandingkan dengan jumlahpenduduk, dan (iv) ruang lingkup perubahanperilaku yang diinginkan. Variabelkemampuan kebijakan untukmensistematisasi proses implementasimencakup: (i) kejelasan dan konsistensitujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya,(iii) keterpaduan hirarki dalam dan di antaralembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan daribadan pelaksana, (v) rekruitmen pejabatpelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar.Variabel di luar kebijakan yangmempengaruhi proses implementasimencakup: (i) kondisi sosial ekonomi danteknologi, (ii) dukungan publik, (iii) sikap dansumber daya yang dimiliki kelompok, (iv)dukungan dari pejabat atasan, dan (v)komitmen dan kemampuan kepemimpinanpejabat pelaksana (Keban, 2007: 16).Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkanmelalui tahapan dalam proses implementasimencakup: (i) output kebijakan badanpelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaranmematuhi output kebijakan, (iii) dampaknyata output kebijakan, (iv) dampak outputkebijakan sebagaimana yang dipersepsikan,dan (v) perbaikan.Implementasi kebijakan adalahImplementasi Keputusan Bupati Deli SerdangNomor 176 Tahun 2015 Tentang Penetapan
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Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) PadaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten DeliSerdang menurut tatacara, aturan maupunketentuan yang berlaku.Faktor-faktor yang diukur dalamImplementasi Keputusan Bupati Deli SerdangNomor 176 Tahun 2015 Tentang PenetapanOperasional Mobil Layanan (SIMOLA) PadaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten DeliSerdang ,  yaitu : 1) Organisasi, Adanyaorganisasai tersebut harus memiliki strukturorganisasi, 2) kejelasan konsep program, 3)kejelasan tujuan/sasaran program, 4)otoritas/wewenang yang ada pada pelaksana ,5) adanya keterpaduan komponen pelaksanadalam pelaksanaan program, 6)keahlian/kemampuan yang dimilikikomponen pelaksana, 7) perlengkapan ataualat-alat kerja serta didukung denganperangkat hukum yang  jelas.Interpretasi dilaksanakan sesuai denganperaturan atau ketentuan yang berlaku, harusdilihat apakah pelaksanaannya telah sesuaidengan petunjuk pelaksana dan petunjukteknis yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang: 1) Sesuai Dengan Peraturan, 2)Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana, 3) SesuaiPetunjuk TeknisPenerapan, maksudnya disiniperaturan/kebijakan berupa petunjukpelaksana dan petunjuk teknis telah berjalansesuai dengan ketetentuan, untuk dapatmelihat ini harus pula dilengkapi denganadanya prosedur kerja yang jelas, programkerja serta jadwal kegiatan disiplin: 1)Prosedur Kerja yang Jelas, 2) Program kerja,3) Jadwal Kegiatan DisiplinSecara administratif  PemerintahanKabupaten Deli Serdang dibagi menjadi 22Kecamatan setelah berpisah denganKabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2003sesuai dengan Undang-undang Nomor 36tahun 2003 tentang Pemekaran KabupatenSamosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.Sebelumnya Kabupaten Deli Serdangmempunyai 33 Kecamatan yang bernaung diWilayah administrasinya. Hal ini berartti

bahwa Kabupaten Deli Serdang telahmengalami pengurangan jumlah kecamatanyang relatif  banyak, yaitu 11 kecamatan dansecara otomatis ke 11 kecamatan tersebutmenjadi bagian dari wilayah administrasiKabupaten Serdang Bedagai.
HASIL DAN PEMBAHASANDalam bab ini akan diuraikankarakteristik responden yang meliputi jeniskelamin, umur, pendidikan dan kedudkandalam kebijakan. Disamping itu juga akandijelaskan tentang variabel penelitian yaituimplementasi Keputusan Bupati Deli SerdangNomor 176 Tahun 2015 Tentang PenetapanOperasional Mobil Layanan (SIMOLA) StudyPada Badan Kepegawaian Daerah KabupatenDeli Serdang , yaitu aspek organisasi, persepsidan penerapan.Penyajian karakteristik respondenbertujuan untuk mengenal ciri-ciri khususyang dimiliki responden sehinggamemudahkan peneliti untuk mengadakananalisis. Karakteristik responden dapat dilihatpada tabel-tabel berikut ini :Tabel 5.1. Distribusi Responden Menurut JenisKelaminNo JenisKelamin Frekuensi Persentase(%)12 Laki-lakaiPerempuan 286 82,3517,65JUMLAH 34 100,00Sumber: Angket Penelitian, 2016Dari tabel 5.1. di atas terlihat bahwasebahagian besar responden 82,35 persenadalah laki-laki, dan responden yangperempuan hanya 23,53 persen.Tabel 5.2 Distribusi Responden MenurutUmurNo Umur(Tahun) Frekuensi Persentase(%)1234

20 – 3031 – 4041 – 5051 - 60
212146

5,8835,2941,1823,530JUMLAH 34 100,00Sumber: Angket Penelitian, 2016
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Apabila dilihat dari umur respondensecara keseluruhan, sebahagian responden(40 persen) adalah mereka yang berusia 41-50 tahun, sedangkan yang berusia 50 tahun keatas sebanyak 20 persen.  Namun apabiladilihat dari kelompok umur,  yang terbanyakdalah mereka yang berada pada kelompokumur 41-50 tahun sebesar 40 persen dankelompok umur 31-40 tahun sebesar 35,29persen,  sedangkan untuk kelompok umur 20-30 tahun  sebanyak 5,88 persen.Tabel 5.3. Distribusi Responden MenurutPendidikanNo Pendidikan Frekuensi Persentase(%)123 SLTADIPLOMASARJANA 16810 47,0623,53029,41JUMLAH 34 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2016Di lihat dari segi tingkat pendidikanformal yang ditempuh oleh responden,  yangterbanyak adalah mereka yang berpendidikanSLTA 47,06 persen, 20 persen berpendidikanDiploma.  Sedangkan bagi mereka yangpendidikannya sampai perguruan tinggimencapai 29,41 persen.Variabel yang diukur dalamImplementasi  Kebijakan Keputusan BupatiDeli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA) Study Pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Deli Serdang   adalahmeliputi organisasi, persepsi dan penerapan,masing-masing variabel akan dijelaskansebagi berikut.Maksudnya disini bahwa organisasiPelaksanaan kebijakan dalam pengelolaanadministrasi kebijakan, dalam hal ini adalahBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten DeliSerdang. Dan selanjutnya organisasai tersebutharus memiliki struktur organisasi, adanyasumber daya manusia yang berkualitassebagai tenaga pelaksana dan perlengkapanatau alat-alat kerja serta didukung denganperangkat hukum yang jelas. Strukturorganisasi yang kompleks, struktur ditetapkan

sejak semula dengan desain dari berbagaikomponen atau subsistem yang ada tersebut.Sumber daya manusia yang berkualitasberkaitan dengan kemampuan aparatur dalammelaksanakan tugas-tugasnya. Aparaturdalam hal ini petugas yang terlibat dalampelaksanaan Keputusan Bupati Deli SerdangNomor 176 Tahun 2015 Tentang PenetapanOperasional Mobil Layanan (SIMOLA) PadaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten DeliSerdang.Tabel  5.4. Pendapat Responden TentangPengetahuan Kebijakan  Keputusan BupatiDeli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)No KriteriaJawaban Frek Persentase (%)123
MengetahuiKurangmengetahuiTidak mengetahui

3040
88,211,80,0JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016Berdasarkan tabel di atas menunjukkanbahwa  sebahagian besar (88,2 persen)responden menyatakan bahwa merekamengetahui tentang adanya KebijakanKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA) Pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang,sedangkan yang kurang mengetahi sebesar11,8 persen dan tidak ada seorang respondenpun yang menyatakan tidak mengetahui.Hal ini berarti bahwa secara umumresponden dan pejabat terkait denganKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA) Study Pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdangtelah mengetahui adanya kebijakanpemerintah yang  berkaitan denganpengelolaan indicator kinerja tersebut.
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Tabel  5.5. Pendapat Responden TentangPengetahuan Tujuan Kebijakan  KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA)No KriteriaJawaban Frek Persentase(%)123
MengetahuiKurangmengetahuiTidakmengetahui

3040
88,211,80,0JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016Pengetahuan mereka tentang KebijakanKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA) Pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdangterkait dengan pengetahuan tentang tujuankebijakan tersebut. Seperti terlihat pada tabel5.7 di atas menunjukan bahwa besarnyamereka yang mengetahui tujuan kebijakanadalah sama besarnya dengan mereka yangmengetahui adanya program tersebut, yaitusebesar 88,2 persen. Demikian juga halnyadengan yang kurang mengetahui, yaitusebesar 11,8 persen.  Seperti diketahui bahwatujuan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor176 Tahun 2015 Tentang PenetapanOperasional Mobil Layanan (SIMOLA) StudyPada Badan Kepegawaian Daerah KabupatenDeli Serdang.Tujuan dari kebijakan Keputusan BupatiDeli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA) adalah untuk efisiensi danefektifitas pelayanan administrasikepegawaian. Wilayah Kabupaten DeliSerdang begitu luas. Masih banyak daerahyang terpencil dan sulit dijangkau. Para PNSyang tinggal di wilayah kecamatan yang jauhkesulitan untuk mengurus administrasikepegawaian. Kebijakan ini pun menerapkanstrategi jemput bola untuk mengatasipersoalan tersebut. Para PNS di Deli Serdangkini lebih mudah untuk mengurus berbagaihal terkait dengan administrasi kepegawaian.

Dulu, untuk mengurus kenaikan pangkat,kenaikan gaji, izin belajar, atau keperluanadministrasi lainnya, mereka harus datang kekantor badan kepegawaian daerah (BKD) diLubuk Pakam, ibu kota Deli Serdang. Bagiyang wilayah kerjanya tidak jauh dari kota, itutentu bukan masalah. Tetapi, para PNS diKecamatan Gunung Meriah, Sibolangit,Kutalimbaru, STM Hulu, dan Bangun Purbabutuh perjuangan panjang untuk sekadarmemasukkan berkas ke BKD.PNS di Kecamatan Sibolangit, misalnya,harus menempuh perjalanan 65 km untukmenuju Lubuk Pakam. Itu pun harus melaluiKota Medan agar lebih cepat. Paling tidakdibutuhkan 4–5 jam perjalanan pergi pulang.Hal tersebut kadang-kadang memunculkanadanya pungutan liar bagi PNS yang mengurusadministrasi kepegawaian. Yangmengenaskan, banyak pegawai yang sudahwaktunya naik pangkat yang tidak bisamendapat haknya karena tidak bisa menguruske BKD. Karir beberapa pegawai di daerahterpencil bisa kalah cepat bila dibandingkandengan yang bekerja di kota.Sering mendapat keluhan daripegawainya, Bupati Ashari Tambunan punmembuat inovasi dengan meluncurkanSIMOLA. Yakni, Sistem Mobil OperasionalLayanan. Sebuah mobil L-300 dengan nopolBK 830 M disulap menjadi kantor berjalan.Pegawai BKD setiap hari berkeliling darikecamatan ke kecamatan denganmenggunakan mobil tersebut.SIMOLA resmi beroperasi pada Juni2014 setelah dikeluarkannya . Saat ini, banyakPNS yang memanfaatkannya untuk pelayanankenaikan pangkat, kenaikan berkala, suratpernyataan masih menduduki jabatan (SPMJ),dan pensiun. Kebijakan ini merupakan salahsatu program untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat. Karena kalau pegawaisudah nyaman, tentu kerjanya akan lebihmaksimal dalam melayani masyarakat.Pemerintah Kabupaten Deli Serdangbermaksud menambah lagi satu unit mobilSIMOLA. Ke depan, SIMOLA tidak hanya
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melayani administrasi kepegawaian, tetapijuga bisa dimanfaatkan untuk pelayananmasyarakat seperti urusan kependudukan danperizinan.Tabel 5.6. Pendapat Responden TentangPengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalamKebijakanNo KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)1233
MengetahuiKurangmengetahuiTidakmengetahui

2284 64,723,511,8
JUMLAH 34 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2016Dalam kaitannya dengan tingkatpengetahuan responden tentang adanyaperangkat aturan dalam Kebijakan  KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA),  sebesar 64,7 persenresponden menyatakan mengetahui dan 23,5persen lainnya menyatakan kurangmengetahui serta 11,8 persen responden yangtidak mengetahuinya, seperti terlihat padatabel 5.8 di atas. Hal ini berarti bahwa masihterdapat sebahagian pegawai yang belummengetahui perangkat atuaran tentangKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA).Tabel  5.7. Pendapat Responden TentangPengetahuan Adanya Peraturan Tertulisdalam Pelaksanaan Kebijakan  KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123

MengetahuiKurangmengetahuiTidakmengetahui
2860

82,434,60,0JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 5.9 di atasmenunjukkan bahwa hampir seluruhnya (82,4persen) responden menyatakan bahwamereka mengetahui tentang adanya aturantertulis dalam Kebijakan  Keputusan BupatiDeli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA), dan hanya 34,6 persen atau tigaorang responden saja yang menyatakankurang mengetahui serta tidak seorang punyang menyatakan tidak mengetahui tentangadanya aturan tertulis dalam kebijakantersebut.Tabel  5.8. Pendapat Responden TentangPemahaman Peraturan dalam KebijakanKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123
MengetahuiKurangmengetahuiTidakmengetahui

2842
82,411,85,9JUMLAH 34 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2016Salah satu hal penting untukkeberhasilan suatu program adalah adanyaperaturan yang dapat dipahami oleh baikaparat pelaksana maupun oleh pegawai itusendiri. Berdasarkan hasil penelitianditemukan bahwa sebahagian besarresponden (82,4 persen) menyatakan telahtelah dapat memahami tentang aturan yangada, sedangkan yang kurang memahamisebesar 11,8 persen dan 5,9 persen lainnyamenyatakan tidak mengetahui.Hal lain yang penting dalampelaksanaan Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)   adalah berkaitan denganpengaturan pemberian pelayanan. Sumber-sumber yang penting dalam suatupelaksanaan meliputi staf-staf dengankeahlian yang baik untuk melaksanakan tugas
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dan informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatuperaturan dalam pelaksanaannya. Staftersebut haruslah memadai jumlahnya dalammelaksanakan sesuatu program, namun tidakhanya jumlah tetapi juga harus didukung olehkeahlian yang baik dalam tugas tersebut.Informasi menyangkut bagaimanamelaksanakan sesuatu hal dan ketaatan daripersonil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.Tabel 5.9. Pendapat Responden TentangKetersediaan Sumberdaya ManusiaMendukung Kelancaran Kebijakan KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123
MendukungKurangmendukungTidakmendukung

16144
47,0641,1811,76JUMLAH 34 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2016Untuk keberhasilan suatu program halpenting yang harus diketahui oleh aparatpelaksana adalah tentang kejelasan aturanyang ada. Seperti terlihat pada tabel 5.11menunjukkan bahwa lebih dari separuhnyaresponden  (52,94 persen) menyatakanbahwa sumber daya manusia yang ada padakantor tersebut  kurang mendukung dan tidakmendukung Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA) dan 47,06 persen lainnyamenyatakan mendukung.

Tabel  5.10. Pendapat Responden TentangKetersediaan Sarana dalam MendukungKelancaran Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123
MendukungKurangmendukungTidakmendukung

18124
52,935,311,8JUMLAH 34 100,0Sumber: Angket Penelitian, 2016Berdasarkan tabel 5.12 di atasmenunjukkan bahwa hanya sebahagian (52,9persen) responden menyatakan bahwa saranayang ada telah dapat mendukung KebijakanKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA), sedangkan lainnyamenyatakan kurang atau tidak dapatmendukung, menyebabkan banyak sarana danprasarana pelayanan publik kurang tersediadengan baik.Maksudnya disini bahwa dilaksanakansesuai dengan peraturan atau ketentuan yangberlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannyatelah sesuai dengan petunjuk pelaksana danpetunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang. Apakah pelaksanaankebijakan telah sesuai dengan Peraturan,Petunjuk Pelaksana dan Sesuai PetunjukTeknis yang telah ditentukan oleh pejabatberwenang.Tabel  5.11. Pendapat Responden TentangKesesuian Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123

SesuaiKurangSesuaiTidak sesuai
3040

88,211,80,0JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkanbahwa  sebahagian besar (88,2 persen)responden menyatakan bahwa KebijakanKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA), mereka telah sesuaidengan peraturan yang ada, sedangkan yangkurang mengetahui sebesar 11,8 persen dantidak ada seorang responden pun yangmenyatakan tidak mengetahui.Tabel 5.12. Pendapat Responden TentangKesesuian Kebijakan Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)   dengan Petunjuk PelaksanaNo KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123
SesuaiKurangSesuaiTidak sesuai

3040
88,211,80,0JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016Berdasarkan tabel di atas menunjukkanbahwa  sebahagian besar (88,2 persen)responden menyatakan bahwa respondenmenyatakan Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA) telah sesuai dengan petunjukpelaksana yang ada, sedangkan yang kurangmengetahui sebesar 11,8 persen dan tidak adaseorang responden pun yang menyatakantidak mengetahui.Tabel 5.13. Pendapat Responden TentangKesesuian Dalam Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123

SesuaiKurang SesuaiTidak sesuai 3040
88,211,80,0JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 5.13 di atasmenunjukkan bahwa  sebahagian besar (88,2persen) responden menyatakan bahwaresponden menyatakan Kebijakan  KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA)   pada BKD Kabupaten DeliSerdang telah sesuai dengan petunjukoperasional yang ada, sedangkan yang kurangmengetahui sebesar 11,8 persen dan tidak adaseorang responden pun yang menyatakantidak mengetahui.Maksudnya disini peraturan/ kebijakanberupa petunjuk pelaksana dan petunjukteknis telah berjalan sesuai denganketetentuan, untuk dapat melihat ini haruspula dilengkapi dengan adanya prosedur kerjayang jelas, program kerja serta jadwalkegiatan disiplin. Prosedur kerja yang sudahada harus memiliki prosedur kerja agar dalampelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih,sehingga tidak bertentangan antara unitkegiatan yang terdapat di dalamnya. Programkerja harus sudah terprogram dan terencanadengan baik, sehingga tujuan program dapatdirealisasikan dengan efektif. Program yangsudah ada harus dijadwalkan kapan dimulaidan diakhiri suatu program agar mudahdalam mengadakan evaluasi. Dalam hal iniyang diperlukan adanya tanggal pelaksanaandan rampungnya sebuah program sudahditentukan sebelumnya.Tabel 5.14. Pendapat Responden TentangKesesuian Prosedur Kerja dengan KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123
SesuaiKurangSesuaiTidak sesuai

2464
70,634,611,8JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkanbahwa  sebahagian besar (70,6 persen)responden menyatakan bahwa respondenmenyatakan Kebijakan Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)   pada BKD Kabupaten Deli Serdang,mereka telah sesuai dengan peraturan yangada, sedangkan yang kurang sesuai dan tidaksesuai sebesar 29,4 persen. Hal ini berartibahwa dalam pemberian pelayanan publikkepada masyarakat dalam rangka  KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA) pada BKD Kabupaten DeliSerdang masih sering dilakukan kadang-kadang tidak sesuai dengan prosedur kerjayang telah ditetapkan. Dalam pelaksaanpelayanan publik diKabupaten Deli Serdangperilaku manusia dalam hal ini pegawaiadalah sangat menentukan ataskeberhasilannya.Tabel 5.15. Pendapat Responden TentangKesesuian Program Kerja pada KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA)No KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123
SesuaiKurangSesuaiTidaksesuai

2464
70,634,611,8JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016Berdasarkan tabel di atas menunjukkanbahwa  sebahagian besar (70,6 persen)responden menyatakan bahwa respondenmenyatakan Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)   yang dilaksanakan di KabupatenDeli Serdang  telah sesuai dengan programkerja yang ada, sedangkan yang kurang sesuaidan tidak sesuai sebesar 29,4 persen. Hal iniberarti bahwa dalam pemberian pelayananpublik kepada masyarakat masih sering

dilakukan kadang-kadang tidak sesuai denganprogram kerja yang telah ditetapkan.Tabel 5.16. Pendapat Responden TentangKesesuian Jadwal Kerja pada BKD KabupatenDeli Serdang dengan Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)
N

o
KriteriaJawaban Frekuensi Persentase(%)123
SesuaiKurangSesuaiTidak sesuai

2464
70,634,611,8JUMLAH 34 100,0Sumber : Angket Penelitian, 2016Berdasarkan tabel di atas menunjukkanbahwa  sebahagian besar (70,6 persen)responden menyatakan bahwa respondenmenyatakan Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA)   pada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Deli Serdang  telah sesuai denganjadwal kerja yang ada, sedangkan yang kurangsesuai dan tidak sesuai sebesar 29,4 persen.Hal ini berarti bahwa dalam pemberianpelayanan publik kepada masyarakat masihsering dilakukan kadang-kadang tidak sesuaidengan kerja kerja yang telah ditetapkan.Implementasi kebijakan publikmerupakan suatu tahapan proses kebijakanpublik sekaligus studi yang sangat krusial.Dinilai krusial karena bagaimanapun baiknyasuatu kebijakan, namun apabila tanpa melaluisuatu persiapan dan perencanaan yang baikdalam implementasinya, maka tujuankebijakan itu tidak akan terwujud. Begitupunsebaliknya, apabila telah melalui persiapandan perencanaan implementasi yang cukupmatang, namun dalam perumusan kebijakanitu sendiri tidak baik maka tujuan kebijakantidak akan terwujud pula.Lalu apakah yang dimaksud denganimplementasi kebijakan? Menurut Wahab(2005:64), dengan mengutip kamus Webster,bahwa implementasi diartikan sebagai ‘to
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provide the means for carryng out(menyediakan sarana untuk melaksanakansesuatu); to give pratical effect to(menimbulkan dampak/akibat terhadapsesuatu)’. Implementasi berarti menyediakansarana untuk melaksanakan suatu kebijakandan dapat menimbulkan dampak/akibatterhadap sesuatu tertentu. Sedangkan Jones(Widodo, 2011:86) mengartikanimplementasi sebagai ‘getting done “and”
doing it’. Dari rumusan yang sederhana ini,kemudian dikatakan oleh Widodo (2011:86)bahwa, “ ∙∙∙ kesederhanaan rumusan sepertiitu tidak berarti implementasi kebijaksanaanmerupakan suatu proses kebijakan yang dapatdilakukan dengan mudah.” Dilanjutkannyabahwa implementasi membutuhkansumberdaya (resources) seperti orang ataupelaksana, uang dan kemampuan organisasi.Dengan bertumpu pada pendapattersebut, maka dapat diambil suatukesimpulan pengertian bahwa implementasiadalah suatu proses yang melibatkansejumlah sumber yang termasuk manusia,dana dan kemampuan organisasional yangdilakukan oleh pemerintah maupun swasta.Proses tersebut dilakukan untukmerealisasikan tujuan yang telah ditetapkansebelumnya oleh pembuat kebijakan.Sementara dalam pelaksanaan kebijakanmerupakan suatu proses untuk mewujudkankebijakan “yang masih abstrak” ke dalamrealita. (Wahab, 2011).Sejalan dengan pendapat tersebut, vanMeter dan van Horn (Wibawa, 1994:15)mendefinisikan implementasi kebijakansebagai ‘tindakan yang dilakukan olehpemerintah maupun swasta baik secaraindividu maupun kelompok yangdimaksudkan untuk mencapai tujuansebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.Memperhatikan uraian di atas, dapatdipahami bahwa implementasi memilikimakna penting. Implementasi bersifat sangatinteraktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan

yang mendahuluinya. Melalui prosesimplementasi dapat diketahui sejauh manasuatu kebijakan dapat mengadopsi aspirasisekaligus menyentuh masyarakat untuksecara sukarela melakukannya sebagaiperwujudan rasa tanggungjawabnya terhadapbangsa dan negara. Dengan kata lain, melaluiimplementasi akan dapat diketahui apakahsuatu kebijakan telah menjawab suatupersoalan atau justru sebaliknya.Charles O’Jones (Pengantar kebijakanPublik,1994) berpendapat bahwa"implementasi kebijakan dimaksudkan untukmengoperasikan sebuah program". Dalam halini, Charles berpendapat bahwa ada Tigakegiatan sebagai pilar pendukungimplementasi kebijakan publik: Organisasi,pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untukmenjadikan program berjalan. Interpretasi,menafsirkan agar program menjadi rencanadan pengarahan yang tepat dan dapatditerima serta dilaksanakan. Aplikasi:ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaranatau lainnya yang disesuaikan dengan tujuanatau perlengkapan program.Donald P. Warwick dalam bukunyaintegrating planning and implementation: atransactional Approach (1979)mengemukakan bahwa untuk lebihmemahami berbagai masalah pada tahappelaksanaan suatu rencana atau kebijakan,keterkaitan antara perencanaan danimplementasi tak dapat diabaikan. Prosesperencanaan itu sendiri tidak dapat dilihatsebagai suatu proses yang terpisah denganpelaksanaan. Pada tahap implementasiberbagai kekuatan akan berpengaruh baikfaktor yang mendorong atau memperlancar,atau kekuatan yang menghambat pelaksanaanprogram. a)Tahap perencanaan: Kemampuanstaf perencana, Kemampuan organisasiperencana, Kemampuan teknik analisis, Mutuinformasi yang dibutuhkan. b) Tahap:implementasi program dan proyek-proyek,
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Kondisi-kondisi atau faktor-faktor pendorong,Komitmen pimpinan politik, Kemampuanorganisasi pelaksana, Komitmen parapelaksana, Dukungan dari kelompokkepentingan. c) Kondisi-kondisi ataufaktor-faktor penghambat, Banyaknya“pemain”, Terdapat komitmen atau loyalitasganda, Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri (faktor teknis, faktorekonomi, pengadaan bahan dan aktor pelakupelaksana atau masyarakat. Jenjangpengambilan keputusan yang terlalu banyak ,Faktor lain: waktu dan perubahankepemimpinanMenurut Gordon Chase, hambatanutama dalam implementasi programpelayanan terhadap masyarakat, dapatdibedakan dalam 3 kategori, yaitu; 1)Masalah-masalah yang timbul karenakebutuhan operasional yang melekat padaprogram itu sendiri; 2) Masalah-masalah yangtimbul dalam kaitan dengan sumber dayayang dibutuhkan guna pelaksanaan programtersebut; 3) Masalah-masalah lain yang timbulkarena keterkaitan dengan organisasi ataubirokrasi lainnya, yang diperlukan dukungan,bantuan dan persetujuan guna pelaksanaanprogram tersebut.Lebih lanjut, Gow dan Morss (dalamYeremis T. Keban, 2004) berbagai hambatandalam implementasi kebijakan publikdiantaranya adalah: 1) Hambatan politik,ekonomi dan lingkungan, 2) Kelemahaninstitusi, 3) Ketidakmampuan SDM di bidangteknis administrative, 4) Kekurangan dalambantuan teknis, 5) Pengaturan waktu, 6)Sistem informasi yang mendukung, 7)Perbedaan agenda tujuan antara actor, 8)Kurangnya desentralisasi dan partisipasi, 9)Dukungan yang berkesinambunganImplementasi bukanlah proses yangsederhana, tetapi sangat kompleks dan rumitserta merupakan proses yang berlangsungdinamis, yang hasil akhirnya tidak bisadiperkirakan hanya dari ketersediaankelengkapan program. Implementasiberfungsi menetapkan suatu kaitan yang

memungkinkan tujuan – tujuan kebijakanterwujud, sehingga menjadi apa yang disebutsebagai hasil kerja atau prestasi pemerintah.Namun dalam prakteknya sering terjadikegagalan dalam implementasi karena walautelah diperhitungkan sedemikian rupa, bukanberarti kesulitan dalam proses implementasitelah tiada.Permasalahan seringkali justru timbulkarena kenyataan di lapangan justru tidaksesuai dengan yang diperkirakan. WalterWilliam menyatakan kesulitan implementasisebagai berikut :“The most pressing
implementation problem is that of moving from
a decision to operation in such way that what it
is put into place bears a reasonable
resemblance to the decision and is fuctioning
well in its that of the difficulty of bringing the
gap between policy decision and workable field
operations” (Jones, 139). Menafsirkankeputusan menjadi tindakan operasional yangtepat tidaklah semudah yang dibayangkan.Sasaran – sasaran program bahkanmungkin harus direvisi secara drastic saatprogram tersebut dilaksanakan, selain karenakesulitan menjembatani antara tujuankebijakan dengan tindakan-tindakanoperasional yang dapat dijalankan, (yangdisebut oleh Andrew Dunsire sebagaiimplementation gap, yaitu suatu kondisidimana terjadi perbedaan antara apa yangdiharapkan oleh pembuat kebijakan denganhasil implementasinya). Juga karena kondisilingkungan yang berbeda dari yangdibayangkan oleh pembuat keputusan.Walau Implementation gap ini menurutGoggin sangat dipengaruhi olehimplementation capacity dari organisasipelaksana, namun banyak hal lain yang dapatmenjadi penyebab gap tersebut. Kebijakan-kebijakan yang melibatkan implementerslapangan (street-level bureaucrat) yangbiasanya terdiri dari para professional (guru,dokter Puskesmas, penyuluh pertanian, dll;justru seringkali harus memutar otak agartujuan kebijakan dapat dicapai walau tidaksesuai dengan prosedur yang dituntut. Oleh
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karena itu sangat naïf jika mengabaikan peranpara implementor dalam publik policy, karenakeberhasilan atau kegagalan suatu publikpolicy tidaklah semata – mata bergantungpada peran implementor.Factor lain tersebut misalnya karenabanyak variabel yang dapat mempengaruhisekaligus membatasi pilihan (alternatif)tindakan operasional, serta membatasi pilihancara mengoperasionalkannya. Penyebabnyabisa jadi karena terbatasnya waktu, uang, tipekebijakan, hubungan antar pelaksana, tingkatkewenangan, kondisi lingkungan, dll, yangbisa berpengaruh secara langsung atau tidaklangsung.Secara umum dapat dikatakan bahwakegagalan dalam suatu proses implementasi(Unimplemented Policy & PoorlyImplemented Policy) dapat disebabkan oleh:1) Unimplemented Policy: Kebijakan hanyabersifat politis dan tidak benar-benardimaksudkan untuk dilaksanakan (karenanyatidak disertai aturan pelaksanaan, bahkantidak menunjuk lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengimplementasikannya).Kesulitan menafsirkan kebijakan dalambentuk-bentuk kegiatan operasional, baiktujuan kebijakan yang terlalu utopis, tidaksesuai dengan keadaan lapangan, ataupunkarena kendala-kendala di lapangan yangmembatasi alternative tindakan.2. Poorly Implemented, lemahnyakapasitas implementasi (implementation
capacity) dari pelaksananya. Hal ini dapatterjadi karena: 1) Struktur implementasi tidakdisusun secara efektif, 2) Benturan penafsiranatas tujuan program antar aktor, baikadministrator, petugas lapangan, maupunkelompok sasaran, 3) Benturan kepentinganantar aktor baik administrator, petugaslapangan, maupun kelompok sasaran, 4)Kurangnya kapasitas dan kapabilitaspelaksana (SDM yang dibutuhkan tidaktepat/sesuai), 5) Kurangnya kapasitas dankapabilitas organisasional dari institusi-

institusi pelaksana, 6) Lemahnya manajemenimplementasi, 7) Kurangnya risorsis(anggaran, alat, waktu), dll.Dari uraian mengenai factor-faktor yangdapat menjadi kendala dalam prosesimplementasi, dapat disimpulkan bahwakeberhasilan implementasi akan sangatbergantung pada: 1) Logika kebijakan itusendiri, 2) Kemampuan Pelaksana, 3)Keterdiaan Sumberdaya yang dibutuhkan, 4)Manajemen implentasi yang baik, 5)Lingkungan dimana kebijakan tersebutdilaksanakan.Banyaknya kegagalan dalamimplementasi kebijakan telah memunculkankajian baru dalam studi kebijakan yaitu studiimplementasi kebijakan, berikut pendekatan-pendekatan dan teori-teori yangdihasilkannya. Sedang untuk menilaikeberhasilan atau kinerja sebuah kebijakanmaka dilakukan evaluasi kebijakan.Kebijakan  Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA) pada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Deli Serdang merupakan suatukebijakan dalam bidang administrasikepegawaian yang bertujuan untukmeningkatkan efektifitas dan efisiensi dalampelayanan publik yang sangat diharapkandimasa sekarang ini. Percepatan pelayananpublik tidak hanya utuk masyarakat akantetapi pelayanan kepada intern juga sangatdiperlukan.Seperti yang kita tahu, wilayahKabupaten Deli Serdang begitu luas. Masihbanyak daerah yang terpencil dan sulitdijangkau. Para PNS yang tinggal di wilayahkecamatan yang jauh kesulitan untukmengurus administrasi kepegawaian.Dilatarbelakngi masalah itu, maka Bupati DeliSerdang Ashari Tambunan pun menerapkanstrategi jemput bola untuk mengatasipersoalan tersebut.
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Dengan adanya strategi jemput bolatersebut, para PNS di Deli Serdang kini lebihmudah untuk mengurus berbagai hal terkaitdengan administrasi kepegawaian. Dulu,untuk mengurus kenaikan pangkat, kenaikangaji, izin belajar, atau keperluan administrasilainnya, mereka harus datang ke kantor badankepegawaian daerah (BKD) di Lubuk Pakam,ibu kota Deli Serdang. Bagi yang wilayahkerjanya tidak jauh dari kota, itu tentu bukanmasalah. Tetapi, para PNS yang bertempatdidaerah agag jauh seperti di KecamatanGunung Meriah, Sibolangit, Kutalimbaru, STMHulu, dan Bangun Purba butuh perjuanganpanjang untuk sekadar memasukkan berkaske BKD.Sebagai contoh PNS di KecamatanSibolangit, misalnya, harus menempuhperjalanan 65 km untuk menuju LubukPakam. Itu pun harus melalui Kota Medanagar lebih cepat. Paling tidak dibutuhkan 4–5jam perjalanan pergi pulang. Hal tersebutkadang-kadang memunculkan adanyapungutan liar bagi PNS yang mengurusadministrasi kepegawaian. Yangmengenaskan, banyak pegawai yang sudahwaktunya naik pangkat yang tidak bisamendapat haknya karena tidak bisa menguruske BKD. Karir beberapa pegawai di daerahterpencil bisa kalah cepat bila dibandingkandengan yang bekerja di kota.Sering mendapat keluhan daripegawainya, Bupati Ashari Tambunan punmembuat inovasi dengan meluncurkanSimola. Yakni, Sistem Mobil OperasionalLayanan.Inovasi ini sebenarnya simple karenadengan sebuah mobil L-300 yang bernopol BK830 M disulap menjadi kantor berjalan.Pegawai BKD setiap hari berkeliling darikecamatan ke kecamatan denganmenggunakan mobil tersebut, berdasarkanjadwal yang sudah diinformasikan ke seluruhkecamatan sebelumnya..Simola ini sendiri resmi beroperasi padaJuni 2014. Sampai saat ini, banyak PNS yangmemanfaatkannya untuk pelayanan kenaikanpangkat, kenaikan berkala, surat pernyataan

masih menduduki jabatan (SPMJ), danpensiun. Inovasi ini merupakan salah satuprogram untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat. Dengan asumsi kalaupegawai sudah nyaman, tentu kerjanya akanlebih maksimal dalam melayani masyarakat,rencananya akan ditambah lagi satu unitmobil Simola. Ke depan, Simola tidak hanyamelayani administrasi kepegawaian, tetapijuga bisa dimanfaatkan untuk pelayananmasyarakat seperti urusan kependudukan danperizinan.
SIMPULANImplementasi Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor 176 Tahun 2015 TentangPenetapan Operasional Mobil Layanan(SIMOLA) Study Pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Deli Serdang yang dilihatdari aspek oraganisasi, interpretasi danpelaksanaannya secara umum telah dapatdilaksanakan dengan baik. Faktor utama yangmempengaruhi implementasi KeputusanBupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015Tentang Penetapan Operasional MobilLayanan (SIMOLA) Study Pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang,adalah faktor faktor keterbatasan sumberdayamanusia dan sarana / prasarana yang adaserta masih terbatasnya pemahaman aparatsebagai  implementor dari kebijakanKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176Tahun 2015 Tentang Penetapan OperasionalMobil Layanan (SIMOLA) Pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang,mengingat Keputusan Bupati Deli SerdangNomor 176 Tahun 2015 Tentang PenetapanOperasional Mobil Layanan (SIMOLA) StudyPada Badan Kepegawaian Daerah KabupatenDeli Serdang ini masih baru diterapkan.
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